SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji Tahun 2026
(Obat dan Perbekalan Kesehatan Embarkasi, Paket Kloter dan Paket Jemaah)
Nomor: XXXXXXX
Tanggal: xxXxxXxxx

SURAT PERJANIIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat
dan ditandatangani di Jakarta, pada hari xxxxxx tanggal xxxxxx bulan xxxxxx tahun xxxxxx,
antara:

I. xxxxxx. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan melalui Mekanisme
Tender Cepat pada DIPA Tahun 2026, untuk Obat dan Perbekkes Haji yang bertugas
atas nama xxxxxx, yang berkedudukan xxxxxx, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

2. Xxxxxx selaku xxxxxx, yang bertindak untuk dan atas nama xxxxxx, yang

berkedudukan di xxxxxx selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

MENGINGAT:
a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Barang
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang terlampir dalam Kontrak ini

(selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang');

Paraf Pihak Kesatu & Paraf Pihak Kedua:



b)

d)

PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, telah
menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh /legal
drafter atau unjt kerja/bagian hukurn di internal institusi;

2) telah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak inj;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagajmana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
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Maka oleh karena itu, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDU A dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN
11%) dan Ongkos Kirim dengan tujuan sebagaimana terlampir, adalah sebesar xxxxxx;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sarna
seperti yang tercantum dalarn Iampiran Kontrak ini;

3.  Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Adendum Kontrak (apabila ada);

b. Pokok Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK);

c. Perubahan Rekap Surat Pesanan (apabila ada);

d. Rekap Surat Pesanan (apabila ada);

e. Spesiflkasi Teknis.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sarna lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalarn suatu dokumen dengan ketentuan dalarn
dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalarn dokumen yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan
dalarn Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa Pekerjaan Pengadaan Barang yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan
Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
3) membayar Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan Nilai Kontrak yang
tercantum dalarn Kontrak.
b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang
sesuai dengan Nilai Kontrak yang telah ditentukan dalarn Kontrak;
2) melaporkan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang kepada PIHAK
KESATU;
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3) melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuru
dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

4) memberikan keterangan -keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang dilakukan PIHAK
KESATU ; dan

5) menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal
penyerahan Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Barang yang telah ditetapkan
dalam Kontrak.

6. Kontrak ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan tanggal mulai
dan penyelesaian keseluruhan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diatur dalam
Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
XXXXXX XXXXXX

Paraf Pihak Kesatu : ParafPihak Kedua: "




A. KETENTUAN

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

UMUM

1.

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan

sebagai berikut:

1.1

Barang adalah Obat dan Perbekalan Kesehatan, Paket Kloter
dan Paket Jemaah yang akan dikirimkan ke Embarka si
sebagaimana dalam lampiran yang disediakan PIHAK
KEDUA sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan
kontrak , yang dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
pengguna Barang;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di

Kementerian Negara!Lembaga/Perangkat Daerah;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA

1.4

1.5

1.6

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara!Lembaga
yang bersangkutan ;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PNKPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern
pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat
yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

PIHAK KEDUA adalah xxxxxx selaku xxxxxx sebagai

pihak yang menyediakan Barang;

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah

jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
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1.8

1.9

1.11

1.12

1.13

bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan!Perusahaan Asuransi yang
terdaftar dan merniliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATU untuk menjamin terpenuhinya kewajiban PIHAK
KEDUA,;

Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PIHAK KESATU dengan PIHAK
KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta
dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak;

Hari adalah hari kalender;

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan tanggal berakhimya Kontrak;

Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat terakhir dimana
kewajiban pengiriman Barang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA ;

SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh
PIHAK KESATU dan merupakan salah satu tahapan dalam

mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.

Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

Bahasa dan | 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia;

Hukum 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di

Indonesia
Larangan 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,

Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme

masing-masing Pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi

(KKN),

atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
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Persekongkolan

serta Penipuan

4.2

4.3

4.4

4.5

5. Korespondensi 5.1

5.2

melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan
dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub

penyed ia Gika ada), tidak akan melakukan tindakan yang

dilarang di atas;

PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK KESATU

terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan

sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA;
dan

c. Dimasukkan dalam daftar hitam.

Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PIHAK

KESATU kepada PA/KPA;

PIHAK KESATU yang terlibat dalam KKN dan penipuan

dikenakan  sanksi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail (surat

elektronik) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan masing-

masing Pihak yang tercantum dalam SSKK;

Semua pemberitahuan. permohonan, atau persetujuan

berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah

disampaikan secara langsung kepada masing-m asing Pihak

dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-

mail(surat elektronik), dan/atau faksimili yang ditujukan ke

alamat yang tercantum dalam SSKK.

6. Penandatangan | Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk

dari masing- dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau

masing Pihak diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK
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KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat
oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

7. Perpajakan

8. Pengalihan
dan/atau

Subkontrak

9. Pengabaian

PIHAK KEDUA dan personil yang bersangkutan berkewajiban

untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain

yang sah, yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas

pelaksanaan Kontrak ml. Semua pengeluaran perpajakan ml

dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8.1  Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat
peleburan (merger), konsolidasi , atau pemisahan maupun
akibat lainnya;

8.2 PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dengan penyedia lain
antara lain untuk rnensubkontrakkan sebagian Pekerjaan
Pengadaan Barang dalam Kontrak ini;

8.3 PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
Pekerjaan Pengadaan Barang dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh Peketjaan Pengadaan Barang;

8.4  Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan
PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran

ketentuan tertentu dalam Kontrak, maka pengabaian tersebut tidak

dianggap sebagai pelepasan kewajiban Pihak tersebut atas
ketentuan dalam Kontrak . Pengabaian hanya dapat mengikat jika
disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah dari

masing-masing Pihak.

B. PELAKSANAAN,

PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN

KONTRAK

10. Jadwal a. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan
Pelaksanaan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan
Pekerjaan dalam SSKK;

b.  Waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu yang
dihitung sejak tanggal berlaku efektifnya Kontrak;

Pard Pihak Kesatu : . ParafPihak K edua :



c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan
Barang sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

d.  Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat
menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai jadwal
karena keadaan di luar pengendaliannya dan PIHAK
KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK
KESATU, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan

Barang PIHAK KEDUA dengan adendum Kontrak .

B.l Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang

11. Spesifikasi
Teknis

PIHAK KEDUA harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah

ditentukan dalam Kontrak.

12. Lingkup

Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus menyediakan Barang sesuai dengan jadwal
pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang memenuhi spesifikasi

teknis yang telah ditentukan dalam Kontrak.

13. Pengepakan

a. PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri
untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang
terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan
selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari fasilitas
PIHAK KEDUA sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman ;

b. PIHAK KEDUA harus menyertakan Surat Pengiriman Barang
(SPB) atau Bukti Penerimaan Barang (BPB)/Surat Bukti
Barang Keluar (SBBK)/Berita Acara Serah Terima (BAST)
yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU pada saat pengiriman

Barang.

14. Pengiriman

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
Barang sesuai dengan berakhirnya masa Kontrak.
Tempat Tujuan Pengiriman: Gudang Penyimpanan Pemenang

Tender Jasa Distribusi Barang.

15. Transportasi

a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengatur
pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan)
sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman ;

b. Semua biaya transportasi (termasuk bongkar muat) telah

termasuk di dalam Nilai Kontrak.
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16. Risiko Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap
berada pada PIHAK KEDUA dan tidak akan beralih kepada
PIHAK KESATU sampai Barang diterima di Tempat Tujuan

Pengiriman .

17. Pemeriksaan a. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemeriksaan atas
Barang Barang untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis
dan persyaratan yang telah ditentukan daJam Kontrak ;

b. Pemeriksaan dilakukan oleh PIHAK KESATU;

c. Pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi: Jumlah dan Jenis
serta masa kedaluwarsa Barang;

d. Pemerik saan dilakukan di Gudang PIHAK KEDUA;

e. Jika hasil pemeriksaan Barang tidak sesuai dengan jumlah dan
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak, PIHAK
KESATU berhak untuk menolak Barang tersebut dan PIHAK
KEDUA atas biaya sendiri berkewajiban untuk melakukan
penggantian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSUK.

18. Waktu a. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA
Penyelesaian berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya
Pekerjaan pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK;

b. Jika Pekerjaan Pengadaan Barang tidak selesai pada tanggal
penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar, namun akibat
kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK;

c. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah
tanggal penyelesaian semua Pekerjaan Pengadaan Barang.

Perpanjangan tanggal penyelesaian haru s dilakukan melalui

19. Perpanjangan adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa
Waktu Kontrak.

b.Z2 Penyelesaian Konftrak

20. Serah lerima | a.

Barang

b.

Serah terima Barang dilakukan pada: Gudang Penyimpanan
Pemenang Tender Jasa Distribusi Barang;
Surat Pengiriman Barang (SPB) atau Bukti Penerimaan Barang

(BPB) ke Gudang Penyimpanan Pemenang Tender Jasa
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Distribusi Barang ditandatangani oleh penerima barang dan
diketahui oleh Penanggung Jawab Gudang Penyimpanan
Pemenang Tender Jasa Distribusi Barang;

c. PIHAK KESATU membuat rekap dari Surat Pengiriman
Barang atau Bukti Penerimaan Barang tersebut;

d. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan jumlah
Barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK
KESATU meminta PIHAK KEDUA memenuhi kekurangan
Barang yang dikirim atau mengganti dokumen penerimaan
Barang dalam hal jumlah yang dimuat dalam dokumen
penerimaan tersebut kurang dari Barang yang dikirimkan ;

e. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian
pengiriman , PIHAK KESATU meminta PIHAK KEDUA
melakukan penggantian Barang;

f. Jika Barang yang dikirimkan terdapat kerusakan kemasan
Barang atau kelainan fisik Barang, maka PIHAK KESATU
wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Barang diterima
di Tempat Tujuan Pengirirnan dan selanjutnya PIHAK KEDUA
mengganti Barang dengan biaya pengiriman ditanggung oleh
PIHAK KEDUA;

g. Dalam hal setelah ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan
Barang oleh PIHAK KESATU, ditemukan adanya ketidak
sesuaian antara Barang dengan spesifikasi teknis, maka PIHAK
KESATU berhak untuk mengajukan klaim penggantian Barang
kepada PIHAK KEDUA. Klaim penggantian Barang diajukan
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan
Barang. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka klaim
yang diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
tidak dapat diterima. Atas klaim yang diajukan oleh PIHAK
KESATU, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan

pemeriksaan terlebih  dahulu untuk menilai
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penyebab ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut. Segala
biaya yang timbul dalam melakukan pemeriksaan dibebankan
pada PIHAK KEDUA . Apabila hasil pemeriksaan menerangkan
bahwa ketidaksesuaian spesifikasi teknis merupakan kesalahan
PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban
mengganti Barang tersebut, sedangkan apabila hasil pemeriksaan
tersebut bukan merupakan kesalahan PIHAK KEDUA , maka
PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk mengganti

Barang tersebut;

. Penyerahan Barang dilakukan pada jam kerja pukul 08.00

sarnpai dengan pukul 16.00 waktu setempat, bilamana terpaksa
harus tiba di luar waktu tersebut agar diinformasikan terlebih
dahulu kepada Penanggung Jawab Gudang yang dituju;

Para Pihak dapat melakukan aktivitas (pemantauan) untuk
memastikan Barang dalam keadaan lengkap, baik, tidak rusak
dan jumlahn ya sesuai. Konsekuensi biaya yang timbul menjadi

tanggung jawab PIHAK KEDUA.

21. Jaminan
Spesiflkasi
Teknis

. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin bahwa Barang

pada saat dikirimkan ke Tempat Tujuan Pengiriman telah sesuai

dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Kontrak;

. Pengajuan klaim atas Barang oleh PIHAK KESATU adalah

sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Angka 21 huruf d, e,

f dang pada SSUK;

. Penggantian oleh PIHAK KEDUA atas klaim yang diajukan oleh

PIHAK KESATU adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan
pada Angka 21 huruf d, e, f dang pada SSUK;

. Jika PIHAK KEDUA tidak mengganti Barang maka PIHAK

KESATU berhak untuk menunda pembayaran berikutnya
kepada PIHAK KEDUA atau melakukan pemotongan atas
pembayaran yang menjadi hak PIHAK KEDUA dengan nilai
sesuai dengan nilai Barang yang harus diganti oleh PIHAK
KEDUA ;
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e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PIHAK KESATU

dapat memasuk.kan PIHAK KEDUA yang !alai mengganti

Barang akibat cacat mutu ke dalam daftar hitam.

B.3. Adendum
24. Perubahan
Kontrak

24.1
24.2

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
Para Pihak, meliputi:

a. perubahan Pekerjaan Pengadaan Barang disebabkan oleh
sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak
sehingga mengubah lingkup Pekerjaan Pengadaan Barang
dalam Kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan
Barang akibat adanya perubahan Pekerjaan Pengadaan
Barang;

c. perubahan Nilai Kontrak akibat adanya perubahan
Pekeijaan  Pengadaan  Barang, perubahan jadwal
pelaksanaan Pekerjaan Barang; dan/atau

d. relokasi.

25. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan

Pekerjaan

25.1

25.2
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Waktu penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dapat
diperpanjang  sekurang-kurangnya sama dengan waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar, yang disepakati
kemudian oleh Para Pihak.

PIHAK KESATU dapat menyetujui perpanJangan waktu
pelak sanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan

dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

26. Pengertian

26.1

26.2

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
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26.4

26.5

26.6

26.7

a. Bencana atam;

b. Bencana non alam;

c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri tainnya.
Apabita terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA
memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling tambat t4
(empat betas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan
menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang
berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
Tidak termasuk Keadaan Kahar adatah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau ketalaian masing-masing
Pihak .
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar
harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang
akibat Keadaan Kahar yang ditaporkan paling tambat 14
(empat betas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak
dikenakan sanksi.
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan
ketentuan , PIHAK KEDUA berhak untuk menenma
pembayaran  sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang tetah dicapai.
Jika setama masa Keadaan Kahar PIHAK KESATU
memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk
meneruskan Pekerjaan Pengadaan Barang sedapat mungkin
maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan daJam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan  untuk bekerja dalam situasi demikian.
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Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum

Kontrak.

27. Bukan  Cidera
Janji/Wanpres-

tasi

27.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji
atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan
oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhikewajibandalam Kontrak;dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam
Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
tegadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan
pemyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instans 1 yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan.

27.2  Keterlarnbatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak

dikenakan sanksi.

B.S. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

28. Penghentian
Kontrak

28.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena Pekerjaan
Pengadaan Barang sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
28.2 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara
tertulis oleh PIHAK KESATU dengan disertai alasan
penghentian Pekerjaan Pengadaan Barang.
28.3 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila  akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya Pekerjaan
Pengadaan Barang.
28.4 Penghentian Pekerjaan Pengadaan Barang akibat Keadaan
Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
28.5 PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Barang yang telah dicapai dan diterima PIHAK
KESATU.
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29. Pemutusan
Kontrak

29.1

29.2
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Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU
atau PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak secara sepihak
apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai
ketentuan dalam Kontrak.

PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak
apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari setelah PIHAK KESATU/PIHAK
KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUNPIHAK
KESATU setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3
(tiga) kali.

30. Pemutusan
Kontrak
PIHAK
KESATU

oleh

30.1

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU dapat

memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan

tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal
sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan
Pengadaan Barang sampai dengan batas akhir pelaksanaan
Pekerjaan Pengadaan Barang dan kebutuhan Barang tidak
dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan
Pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak;

b. berdasarkan penelitian PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan

Pengadaan Barang  walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhimya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan
Barang untuk menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan
Barang;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan
Pengadaan Barang sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan
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30.2

30.3

Pengadaan Barang, PIHAK KEDUA tidak dapat
menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang;

d. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalarn melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. PIHAK KEDUA gagal mengirirnkan Barang sesuai dengan
jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat
dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan
yang gagal dikirimkan atau diselesaikan ;

f. PIHAK KEDUA gagal untuk melakukan penggantian
Barang yang diklaim oleh PIHAK KESATU;

g. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;

h. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses Pekerjaan Pengadaan
Barang yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
dan/atau

1. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan  dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan karena

kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA

dikenakan sanksi berupa:

a. sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

b. PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan.

PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai

dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang yang

telah diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal
berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus
dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada), serta PIHAK KEDUA
menyerahkan semua hasil pelaksanaan Peketjaan Pengadaan

Barang kepada PTHAK KESATU dan selanjutnya menjadi hak

milik PIHAK KESATU.
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31.

Pemutusan
Kontrak oleh
PIHAK KEDUA

31.1

31.2

31.3

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutu
skan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK
KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak .
Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak , maka PIHAK
KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan
prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah diterima oleh
PIHAK KESATU sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang
harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada), serta PIHAK
KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Barang kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya
menjadi hak milik PIHAK KESATU.

32.

Pemutusan
Kontrak akibat

lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU

terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK

KESATU dikenakan sanksi berdasarkan perundang- undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
33. Hak dan | PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
Kewajiban a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan

PIHAK KEDUA

Barang sesuai dengan Nilai Kontrak;

b. melaporkan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang kepada

PIHAK KESATU;

c. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang

sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang

yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;

d. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang

secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab ;

e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang

dilakukan PfHAK KESATU;
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f. menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan
jadwal penyerahan Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

g. Bertanggungjawab dan bersedia mengembalikan apabila

ditemukan terjadi kemahalan harga oleh auditor/Aparat Penegak

Hukum.

34. Tanggung jawab

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memasok Barang sesuai

dengan lingkup Pekerjaan Pengadaan Barang dan jadwal
pengiriman dan penyelesaian.
35. Penggunaan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan

Dokumen
Kontrak dan

Informasi

menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan Kontrak untuk kepentin gan pihak lain,
misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK
KESATU.

36. Hak Atas
Kekayaan

Intelektual

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat
Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK
KEDUA.

37.Jaminan Uang

Muka

37.1 Atas pennintaan PIHAK K.EDUA secara tertulis, PIHAK
KESATU dapat memberikan uang muka maksimal sebesar
20% dari Nilai Kontrak, sudah tennasuk pajak pertambahan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

37.2 PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kepada PIHAK
KESA TU Surat jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh
Bank Umum!Perusahaan Asuransi dengan nilai sama dengan
nilai uang muka.

37.3 Jangka waktu berlakunya Surat Jaminan Uang Muka sampai
dengan berakhimya kontrak.

37.4 Surat Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah Pekerjaan

Pengadaan Barang dinyatakan selesai 100% (seratus

perseratus ).
37.5 Surat Jaminan Uang Muka diberikan kepada PIHAK KESATU
dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100%

(seratus perseratus) dari besamya uang muka.
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37.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesual dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Pengadaan

Barang .

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

38. Hak dan | PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban:
Kewajiban a. mengawasi dan memeriksa Pekerjaan Pengadaan Barang yang
PIHAK dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;
KESATU b. membayar Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan harga

yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada
PIHAK KEDUA;

c. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

d. membayar uang muka (apabila diberikan);

e. memberikan instruksi sesuaijadwal ;dan

f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PN KPA
(apabila ada).

E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

39. Harga Kontrak | PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDU A atas
pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak sebesar

Nilai Kontrak. Nilai Kontrak telah memperhitun gkan keuntungan,

beban pajak, biaya pengiriman , dan biaya overhead.

40. Pembayaran 40.1 Uang muka

a. Uang muka dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk persiapan teknis lain yang
diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang;

b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diterima;

c. Dalam hal PIHAK KESATU menyediakan uang muka maka
PIHAK KEDUA haru s mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada PIHAK
KESATU disertai dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai

Kontrak ;
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d. PIHAK KESATU harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut
pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank urnurn;

f. Pengembalian Uang Muka harus diperhitungkan berangsur-
angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi
Pekeijaan Pengadaan Barang dan paling lambat harus lunas
pada saat Pekerjaan Pengadaan Barang mencapai prestasi
100% (seratus perseratus).

40.2 Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang

a. Pembayaran prestasi hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang
disepakati dilakukan oleh = PIHAK KESATU, dengan
ketentuan:

1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;

2) pembayaran dilakukan sesuai dengan progres Pekeijaan
Pengadaan Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,
sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada), dan pajak.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah
Pengadaan Barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita
Acara Penerimaan Barang;

c. PIHAK KESATU dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari
kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK
KEDU A harus sudah mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM);

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran,
tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran .
PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk

menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
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mengesarnpingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan

dan besarnya tagihan yang dapat disepakati oleh Para Pihak.

40.3 Denda

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada

PIHAK KEDUA karena terjadinya ciderajanji/wanprestasi;

. besarnya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas

keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan  Barang
untuk setiap hari keterlarnbatan adalah 1/ 1000 (satu
perseribu) dari sisa Nilai Kontrak yang belum dikerjakan
pengmmannya sarnpal ke Tempat Tujuan Pengiriman.
Perhitungan denda keterlambatan berdasarkan jumlah hari
keterlarnbatan sarnpai ke Tempat Tujuan Pengiriman, apabila
Pekerjaan Pengadaan Barang yang sudah selesai dapat
berfungsi secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belurn

selesai;

c. tata cara pembayaran denda diatur dalam SSKK.

41. Perhitungan

Pembayaran termin prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang terakhir Akhir

(apabila dilakukan setelah Pekerjaan Pengadaan Barang selesai 100%

diperlukan)

(seratus perseratus) dan Berita Acara Penerimaan Pengadaan

Barang yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.

F. PENYELESAIAN PERSELISffiAN

42. Penyelesaian

Perselisihan

42.1

42.2

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

menyelesaikan secara darnai semua perselisihan yang timbul

dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau

interpretasinya selarna atau setelah pelaksanaan Pekerjaan

Pengadaan Barang ini.

43. Itikad Baik

43.1

Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Para

Pihak dalam Kontrak disepakati berdasarkan SSKK.

Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang

disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalarn Kontrak.

43.2

Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak denganjujur

tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak.




43.3

43.4

Apabila selama Kontrak, salah satu Pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Para Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak
dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain,
dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk

memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alarnat masing-masing Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PIHAK KESATU:

Nama XXXXXX
Alamat XXXXXX
Telepon XXXXXX
Website XXXXXX
Faksimile XXXXXX
e-mail XXXXXX

Satuan Kerja PIHAK KEDUA:

Nama XXXXXX
Alamat XXXXXX
Telepon XXXXXX
e-mail. XXXXXX

B. Penandatangan dari

Masing-Masing Pihak

PIHAK KESATU : xxxxxx

PIHAK KEDUA: xxxxxx

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 2026.
2. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan APBN 2026.
3. Kontrak berdasarkanjenis pekerjaan: Pengadaan Barang

4. Jenis Kontrak : xxxxxx.

D. Tanggal Berlaku

Pelaksanaan Kontrak dilakukan setelah anggaran siap dilakukan

Kontrak yang berlaku terhitung sejak: xxxxxx

E. Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan

Barang selarna: 30 (tiga puluh) hari kalender

F. Ruang Lingkup

Pekerjaan

1. Menyediakan Barang sesuai dengan daftar Barang yang
diadakan.

2. PIHAK KEDUA melakukan pengumpulan pemenuhan Barang di
Gudang PIHAK KEDUA selarnajangka waktu pelaksanaan

atau sampai dengan waktu pengiriman barang ke Gudang

Penyimpanan Pemenang Tender Jasa Distribusi Barang;
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3. PIHAK KEDUA melakukan pengumpulan, pengepakan dan
penandaan Barang di Gudang PIHAK KEDUA sesuai dengan
bentuk sediaan sebagaimana tertuang daJam lampiran;

4. Pengiriman ke Gudang Penyimpanan Pemenang Tender Jasa

Distribusi Barang.

G. Syarat Mutu

|.Barang yang diserahkan harus memiliki izin edar atau nomor
registrasi dari instansi yang berwenang (Obat dari BPOM dan
PerbekalJan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan) dan
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan daJam Kontrak;

2. Apabila izin edar produk dalam masa perpanjangan NIE, maka
PIHAK KEDUA wajib melampirkan surat/bukti perpanjangan
NIE dari instansi yang berwenang kepada PIHAK KESATU.

H. Pengawasan Mutu

PIHAK KESATU berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan

oleh PIHAK KEDUA apabila diperlukan.

I. Cacat Mutu

PIHAK KESA TU akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan
memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis atas Cacat Mutu
yang ditemukan. PIHAK KESATU dapat memerintahkan PIHAK
KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK KESATU
mengandung Cacat Mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab
atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa

Pemeliharaan.

J. Pengiriman

1. Pengiriman akan dilakukan secara bertahap, rincian pengiriman
dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh PIHAK
KEDUA adaJah Surat Pengiriman Barang (SPB) atau Bukti
Penerimaan Barang (BPB).

2. Pengiriman Barang dilakukan pada jam kerja, jika barang tiba
diluar jam kerja agar menginformasikan kepada penerima

barang dan tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

K. Transportasi

[. Barang harus diangkut sampai dengan Gudang Penyimpanan
Pemenang Tender Jasa Distribusi Barang.
2. PIHAK KEDUA menggunakan transportasi yang memenuhi

persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

Paraf Pihak Kesatu : Paraf Pihak Kedua :




pengiriman Barang ke Tempat Tujuan Pengiriman yang

ditentukan dalam Kontrak.

L. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman yaitu

Gudang Penyimpanan Pemenang Tender Jasa Distribusi Barang.

M. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
PIHAK KESATU untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14
(empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunJang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh PIHAK KESATU.

N. Sanksi

0. Sumber Pembiayaan

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kontrak dikenakan sanksi.

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari xxxxxx

P. Pembayaran Uang Pekerjaan Pengadaan Barang diberikan uang muka sebesar
xxooxx  Muka dari Nilai Kontrak.

Q. Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Pengadaan

Barang

1. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap dengan 2
(dua) kali pembayaran berdasarkan prestasi kerja dengan
rincian sebagai berikut:

a. Uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak,
b. Penyelesaian pembayaran sebesar 80% dari Nilai Kontrak
untuk pekerjaan selesai 100%.

2. Pembayaran penyelesaian pekerjaan dilakukan setelah barang
diterima dan diperiksa dibuktikan dengan Berita Acara
Penerimaan Barang dari PIHAK KESATU dan
melampirkan rekapitulasi Bukti Penerimaan
Barang/Surat Pengiriman Barang.

3. Pembayaran dilakukan dengan xxxxxx sesuai dengan prestasi
kerja, dengan melampirkan surat penagihan atau kuitansi
serta Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani
oleh PIHAK KESATU, masing-masing dibuat rangkap 3
(tiga), dan diajukan kepada Pejabat
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XXXXXX.
4. Pembayaran ditransfer melalui Bank xxxxxx dengan

nomor rekening xxxxxx .. XXXXxx

R. Denda

Besamya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas
keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang untuk
setiap hari keterlambatan adalah: 1/1000 (satu perseribu) dari sisa
Nilai Kontrak yang belum dikerjakan pengirimannya sampai
ke Tempat Tujuan Pengiriman atau maksimal % dari total nilai
kontrak. Perhitungan denda keterlambatan berdasarkan jumlah hari
keterlambatan sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman , apabila
Pekerjaan Pengadaan Barang yang sudah selesai dapat berfungsi

secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belurn selesai .

S. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara apabila terjadi

ciderajanji atau wanprestasi oleh PIHAK KEDUA..

T. Penyelesaian

Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh
Para Pihak. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan
untuk menyelesaikan perselisihan ~ melalui musyawarah dan
mufakat, maka Para Pihak sepakat wuntuk menyerahkan
penyelesaiannya ke Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah.
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